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PUTUSAN

Nomor 1102/Pdt.G/2015/PA.Sel.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Selong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara antara :

Radiah alias Inaq Febrianto binti Bapak Nurmah, umur 43 tahun,
agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan XXX XXXXX
XXXXXX, tempat tinggal di Jejangka Laug, Desa
Pringgabaya, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten

Lombok Timur, Selanjutnya disebut sebagai

Penggugat” ;
Melawan

TERGUGAT, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan xxx,
semula bertempat tinggal di Karang Katon, Desa
Selaparang, Kecamatan Suela, Kabupaten Lombok
Timur, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan
pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia (ga'ib)

Selanjutnya disebut sebagai “ Tergugat”;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
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Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya
tertanggal 21 Oktober 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Selong Nomor: 1102/Pdt.G/2015/PA.Sel. telah

mengajukan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan
menurut agama Islam pada tahun 1992 di KABUPATEN LOMBOK
TIMUR wilayah hukum Kantor Urusan Agama Suela Kabupaten
Lombok Timur akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga
Penggugat tidak mempunyai bukti buku nikah;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Janda,
dan Tergugat berstatus Jejaka pernikahan dilangsungkan dengan wali
nikah kakak Kandung Penggugat bernama Haeruddin Usman, dan
dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Amaq Sapar dan Amaq
Mustika dengan maskawin berupa uang Rp. 25.000.- (dua puluh lima
ribu rupiah) dibayar tunai;

3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab,
pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi
syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-
undangan yang berlaku;

4. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang
mengganggu gugat pernikahan Penggugat dan Tergugat tersebut
dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat belum pernah bercarai

dan tetap beragama Islam;
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5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat mengambil
tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR dimana
Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana
layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:

a. Febrianto, umur 22 tahun, ikut Penggugat
b. Ami Saputra, umur 18 tahun, ikut Penggugat
c. Lailaul Aini, umur 15 tahun, ikut Penggugat;

6. Bahwa sampai sekarang Penggugat dan Tergugat tidak mempunyai
kutipan akta nikah, sedang Penggugat ingin bercerai dengan
Tergugat karena itu pernikahan tersebut perlu diisbatkan oleh
Pengadilan dalam rangka perceraian;

7. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah
tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai dengan tahun
2008, karena sejak saat itu Tergugat telah meninggalkan Penggugat
pergi ke Malaysia sampai dengan sekarang selama 7 tahun dan
selama itu Tergugat tidak pernah pulang, tidak diketahui alamatnya
dengan jelas dan pasti (ghaib);

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan Penggugat untuk
mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat atas dasar telah
meninggalkan Penggugat, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (b)
Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b)
Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan
gugatan cerai ini dikabulkan;

9. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik
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sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan
karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar
norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan
terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara
Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/ menasehati
agar Penggugat dengan Tergugat dapat rukun dan kumpul kembali
akan tetapi tidak berhasil ;

11. Bahwa untuk memperlancar pemeriksan perkara ini Penggugat
bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua

Pengadilan Agama Selong segera memeriksa dan mengadili perkara ini,

selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat

2. Menyatakan sah pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang
dilaksanakan pada tahun 1992 di KABUPATEN LOMBOK TIMUR
dalam rangka penyelesaian perceraian;

3. Menceraikan Penggugat dari Tergugat;

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-

adilnya;
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Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita
acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor 1102/Pdt.G/
2015/PA.Sel. tertanggal 26 Oktober 2015 dan nomor yang sama tanggal
01 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016 Penggugat telah dipanggil
secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan

oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka Berita
Acara Persidangan dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan

merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;
TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun menurut berita
acara (Relaas) panggilan Pengadilan Agama Selong nomor
1102/Pdt.G/2015/PA.Sel. tertanggal tertanggal 26 Oktober 2015 dan
nomor yang sama tanggal 01 Maret 2016 dan tanggal 11 Maret 2016
Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata tidak

hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasdarkan ketentuan Pasal 148 RB.g Bila
penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak dating
menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka
gugatannya dinyatakan gugur dan penggugat dihukum untuk membayar
biaya, dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi

setelah melunasi biaya tersebut;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan

tersebut maka gugatan penggugat harus dinyatakan gugur;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan

kaidah syar'iyyah yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI
1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur

2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara

sebesar Rp. 551.000,- (lima ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 24 Maret
2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1437 H. oleh
kami Drs. H.Suryadi HS,SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis serta
Ahmad Rifa’i, S.Ag. MHI. dan Mujitahid, SH.MH. sebagai hakim-hakim
Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam
sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota
serta H.Awaluddin,S.Sy. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran

pihak Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H.Suryadi HS,SH.MH.

Hakim Anggota,
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Ahmad Rifa’i, S.Ag. MHI. Muijitahid, SH.,MH

Panitera Pengganti,

H. Awaluddin, S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran  : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp.420.000,-
4. Redaksi :Rp. 5.000,-

5. Materai :Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 511.000,-

(Lima ratu sebelas ribu rupiah)
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